BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah dalam sarana dan prsarana di pantai Panjang provinsi

Bengkulu peneliti dapat menarik kesimpulan :

1.

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun
2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah memberikan
landasan hukum yang jelas untuk pengaturan pemanfaatan
ruang darat dan pesisir, termasuk kawasan Pantai Panjang.
Meskipun pemerintah daerah telah memiliki perencanaan
dan dasar hukum yang jelas, pelaksanaannya di lapangan
masih ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan tata
ruang, lemahnya pengawasan, serta kurangnya koordinasi
antarinstansi terkait. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
penerapan peraturan daerah ini  masih memerlukan
peningkatan dalam aspek pengendalian, pengawasan, dan

penegakan hukum agar pembangunan di kawasan pantai
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Panjang dapat tertata sesuai dengan rencana dan
keberlanjutan. Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa
pengimplementasian peraturan daerah ini sudah berjalan,
namun belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil
wawancara juga fakta yang terjadi di lapangan.

Dalam persfektif siyasah dusturiah, penyelenggaraan
pemerintah dan kebijakan publik harus berlandaskan pada
prinsip keadilan, kemaslahatan umum, kepastian hukum,
serta  perlindungan hak-hak masyarakat. Namun,
realitasnya dilapangan khususnya di pantai panjang masih
adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dalam
perda RTRW dengan praktik pelaksanaannya. Hal ini
dilihat dari pemamfaatan yang belum tertib, lemahnya
pengawasan dari instansi  terkait, serta adanya
pembangunan yang masih kurang memperhatikan aspek
lingkungan dan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, implementasi peraturan daerah ini
belum menunjukkan kesesuaian antara perda dengan

praktiknya dilapangan dalam pemamfaatan penataan
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ruang secara tertib dan berkelanjutan meskipun sudah ada
landasan hukumnya. Dalam prinsip siyasah dusturiah,
pengimplementasian perda tersebut belum sepenuhnya
sesuai dengan prinsipnya. Khususnya dalam mewujudkan
keadilan, kemaslahatan umum, dan tanggung jawab
pemerintah selaku tangan rakyat untuk kepentingan

masyarakat.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Daerah, Dinas Pemerintah daerah,
khususnya Dinas PUPR, perlu memperkuat penegakan
aturan dan pengawasan lapangan agar  Setiap
pembangunan di kawasan Pantai Panjang benar-benar
mengikuti  ketentuan zonasi RTRW. Selain itu,
pembangunan sarana dan prasarana hendaknya
mengedepankan kemaslahatan publik dengan memastikan
bahwa fasilitas umum, ruang terbuka, akses masyarakat,
serta mitigasi bencana pesisir menjadi prioritas utama.

PUPR juga perlu menata kembali area yang telah
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berkembang tidak sesuai zonasi, sekaligus meningkatkan
kualitas kajian lingkungan untuk mencegah kerusakan
ekosistem.

Kepada masyarakat dan pelaku usaha di kawasan Pantai
Panjang, disarankan untuk meningkatkan kesadaran
hukum serta partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban
pemanfaatan ruang. Kepatuhan terhadap peraturan daerah
merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif dalam

mewujudkan tata kelola wilayah yang berkelanjutan.
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